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Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala tindak tanduk warganya 
berdasarkan hukum yang telah disepakati termasuk dalam hal perdata khususnya 
perceraian. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian yang sah 
dan diakui menurut hukum Indonesia adalah perceraian yang dilakukan di depan 
sidang pengadilan. Khusus untuk cerai talak, putusan perceraian dalam sidang 
pengadilan baru dapat dianggap berlaku dan sah apabila telah terjadi pengucapan 
ikrar talak yang dilakukan oleh pihak suami di hadapan pengadilan setelah puusan 
perceraian di putus dalam sidang pengadilan. 
Pada April 2017 Pengadilan Agama Pasir Pangaraian menerima pengajuan 
gugatan cerai talak yang didaftarkan dengan Nomor Perkara 
153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Pasir Pangaraian memutuskan mengabulkan gugatan pemohon 
untuk mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan dan membebankan biaya 
perkara kepada pemohon. Namun, dalam jangka waktu 6 (bulan) sejak putusan 
dibacakan, pemohon tidak datang ke pengadilan untuk mengucapkan ikrar 
talaknya sehingga putusan hasil sidang gugatan cerai talak sebelumnya dinyatakan 
tidak berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang putusan dan 
pertimbangan Hakim terhadap perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg 
mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak serta mengenai analisis hukum 
Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak pada putusan perkara Nomor 
0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg ini. 
Penelitian ini merupakan metode penelitian Hukum Islam normatif yang 
dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dengan objek penelitian yaitu perceraian tanpa disertai ikrar talak di hadapan 
pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 
Perkara  0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara No. 
0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg dan sumber data sekundernya yaitu buku bacaan, jurnal 
dan artikel lain yang terkait dengan objek penelitian ini. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikrar talak yang tidak 
diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama dianggap sah menurut Hukum 
agama namun menimbulkan efek negatif baik itu yang terkait dengan administrasi 
perdata maupun terhadap kehidupan anak dan istri yang digantung serta adanya 
kemungkinan pasangan tersebut untuk bersatu kembali padahal secara agama 
pernikahan mereka telah berakhir karena talak yang diucapkan telah 3 (tiga) kali 
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A. Latar Belakang Masalah 
Nikah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Ini 
merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya 
untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan
1
 adalah suatu 
cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluknya untuk 
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan 
siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
2
 
Perkawinan secara istilah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 
Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu: pernikahan 
yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqangholiidhan untuk mentaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 
                                                 
1
 Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan perkawinan. Dalam Bahasa 
Indonesia sendiri “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk hubungan 
keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin umum 
digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan 
untuk manusia. Lihat : Tihami Dan Sohari Sahrani,  Fiqih Munakahat,  (Jakarta : Pt. Raja Grafindo 




 R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk 
Wetboek, Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. 30, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1999), h. 537. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang 
Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008), h. 522. Lihat Juga: Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 
1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51. 
4
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 4, (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 2010),  h. 114. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, Op. Cit, h., 569. 
 2 
Tujuan perkawinan dalam KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman 
Allah dalam surat ar-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi: 
                        
                   
Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan 





Semua orang menginginkan perkawinannya dapat mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk 
mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Perkawinan harus dijaga sedemikian 
rupa agar tidak hancur ditengah jalan yang menyebabkan terjadinya sebuah 
perceraian. 
Dalam istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk 
menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini sebagai suami 
dan istri digunakan istilah “Putusnya Perkawinan”.
6
 
Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi 
sebuah mahligai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan 
perceraian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika kita lihat 
fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak alasan yang 
                                                 
5
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah, 
(Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2007), Q.S A-Rum [30] : 21, h. 406. 
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189. 
 3 
membuat suami istri mengambil jalan perceraian seperti misalnya karena tidak 
saling kecocokan, perselingkuhan, KDRT, dan karena adanya orang ketiga 
dalam rumah tangga dan lain sebagainya. 
Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam 
hubungan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian 
berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri 
berarti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.”
7
 
Sebagaimana dijelaskan  dalam QS. At-thalak [65] :1 
                        
                      
                        
             
Artinya :  Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu 
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak 





Dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah 
dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : 
                                                 
7
 Tim Pandom Media, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pandom 
Media Nusantara,  2014), Cet. Ke-1, h. 156 
8
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Q.S At-Thalaq [65] : 1, h. 558. 
 4 
1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 
permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 
Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya 
sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) diikrakan di depan sidang 
Pengadilan Agama. 
2. Perceraian dalam pengerian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 
gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, 
yang dianggap terjadi dan berlaku beseerta segala akibat hukumnya sejak 




Setelah para pihak mengajukan perkara perceraiannya ke pengadilan 
dan telah melalui tahap mediasi tapi gagal, maka dilanjutkan dengan 
pemeriksaan duduk perkaranya. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil 
yang diajukan, maka pihak yang membantah dalil-dalil yang diajukan harus 
membuktikannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUH 
perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 
sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 
hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 
adanya hak atau peristiwa tersebut.
10
 
Putusan  Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 
153/Pdt.G/2017/PA.Ppg yang berperkara  yakni saudara Darwis Ritonga bin 
                                                 
9
 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian,  Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
h. 19-20. 
10
 Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, (Jakarta :  Balai 
Pustaka, tt),  h.475.   
 5 
Dame Ritonga sebagai pemohon (suami),  Linda Wati Hasibuan binti 
syaripudin sebagai termohon (istri), pemohon dan  termohon adalah suami istri 
yang sah nikah di KUA Kecamatan Batu Ampar  Kabupaten Batam 
Kepulauan Riau  padatanggal 31 Agustus 2008 Akta Nikah  Nomor 
936/142/VIII/2008. 
Penyebab  perselisihan dan  pertengkaran disampaikan oleh suami 
bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak  harmonis  lagi  setelah  
pernikahan,  inti perselisihan atau pertengkaran karena  termohon apabila 
dinasehati oleh pemohon termohon selalu  membantah ucapan pemohon,   
termohon kurang melayani seperti  makan minum  pemohon.   Puncak 
perselisihan dan  pertengkaran terjadi  pada  tanggal 7  Februari  2017 yang  
menyebabkan  antara pemohon  dan termohon  pisah    rumah. 
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang  telah diuraikan  oleh   
pemohon oleh sebagaimana diatas  kiranya mohon kepada  Majelis Hakim 
Pengadilan Agama  Pasir  Pengaraian  memberi  putusan dengan amarnya 
yang  berbunyi: 
1. Mengabulkan  permohonan  pemohon  seluruhnya 
2. Memberi izin  kepada pemohon untuk menjatuhkan  talak satu  raj‟i 
terhadap  termohon. 
3. Membebankan biaya perkara  sesuai  dengan  hukum yang berlaku. 
Atas permohonan pemohon itu,  termohon  bersedia  untuk  bercerai  
dengan  menuntut  haknya: Nafkah iddah, Mut‟ah berupa uang, Maskan 
berupa uang, Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak dewasa. 
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Pemohon  tidak  menyanggupi  semua tuntutan  termohon dan   hakim 
memutuskan sebagian tuntutan termohon dan  memberi  izin kepada pemohon 
untuk  mengucapkan  ikrar talak tetapi pemohon tidak  mengucapkan ikrar di  
depan  sidang pengadilan agama Pasir Pengaraian oleh karena itu  putusan  ini 
tidak mempunyai  kekuatan  hukum. Sedangkan  pemohon  dan  termohon 
sama-sama  menikah  baru lagi. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan 
melihat lebih jauh pemasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk 
skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg 
Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak. 
 
B. Batasan Masalah 
Penulis memfokuskan penelitian ini kepada putusan Hakim Pengadilan 
Agama Pasir Pengaraian  Mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan 
Hakim  Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg 
Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah, yakni: 
1. Bagaimana putusan  Hakim terhadap perkara Nomor 
0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak? 
2. Bagaimana pertimbangan  Hakim terhadap perkara Nomor 
0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak? 
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3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar 
talak pada putusan perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 
terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 
a) Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian 
dalam perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian 
tanpa disertai ikrar talak. 
b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir 
Pangaraian dalam perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai 
perceraian tanpa disertai ikrar talak. 
c) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa 
disertai ikrar talak pada putusan hakim Pengadilan Agama Pasir 
Pangaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. 
2. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 
pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
b. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini 
hakim untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam 
memutuskan perkara selain mengedepankan pertimbangan hukum. 
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c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan analisis 
hukum terhadap perceraian yang tidak disertai ikrar talak . 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 
sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 
berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu 
penelitian. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah kajian normatif hukum Islam dilakukan 
dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach), 
yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan. Yakni 
dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang 
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu putusan hakim 
perceraian yang tidak disertai ikrar talak, pertimbangan hakim perceraian 
yang tidak disertai ikrar talak dan analisis hukum Islam terhadap 
perceraian tanpa disertai ikrar talak. Maka jenis penelitian ini disebut 
penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode 
penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. 
2. Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah perceraian tanpa 
disertai ikrar talak di hadapan pengadilan. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang 
digunakan adalah sumber data yang terdiri dari tiga macam: 
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a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait 
dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu putusan 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara No. 
0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung 
dan pelengkap yang berhubungn dengan bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari 
literarature, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian 
seperti hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha, 
fikih munakahat, risalah nikah. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat 
bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum, jurnal dan makalah yang 
disajikan dalam seminar nasional maupun internasional. 
4. Teknik Analisa Data 
Dari sejumlah data yang berhasil penulis simpulkan, setelah 
tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu 
metode yang dikenal dengan metode analisis (content analysis) yaitu 
dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang. 
Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Deduktif  
Dengan memaparkan data-data yang bersifat umum, utuk 
selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi kata khusus. 
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b. Induktif 
Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang 
bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi 
data yang bersifat umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah 
pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka 
penulis membuat sistematika penulisan secara keseluruhan, penulisan 
penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan 
sebagi berikut: 
BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  Tinjauan umum mengenai definisi Peradilan Agama di Indonesia, 
sejarah, dasar hukum dan rukun peradilan serta tentang Pengadilan 
Agama Pasir Pangaraian yang meliputi sejarah, letak geografis, 
visi dan misi serta struktur organisasi. 
BAB III : Membahas tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, 
faktor penyebab perceraian, macam-macam perceraian, akibat 
putusnya perkawinan, hikmah terjadinya perceraian, pengertian 
cerai talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, syarat dan 
rukun cerai talak serta tata cara cerai talak di Indonesia, Putusan. 
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BAB IV :  Hasil Penelitian, membahas tentang putusan hakim pengadilan 
agama pasir pengaraian no. 0153/Pdt.G/2017/pa.ppg mengenai 
perceraian tanpa disertai ikrar talak, pertimbangan  hakim terhadap 
perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian 
tanpa disertai ikrar talak, analisis hukum Islam terhadap perceraian 
tanpa disertai ikrar talak 
BAB V :  Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 





TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 
 
A. Definisi Peradilan Agama 
1. Pengertian Peradilan Agama 
Dalam Bahasa Arab, peradilan disebut al-qadha yang secara 
etimologi memiliki arti: 
a. Al-faraagh artinya putus selesai.
11
 Firman Allah SWT dalam Q.S Al-
Ahzab [33] ayat 37: 
                              
                            
                               
                   
Artinya: “Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap 
Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan 
diasupaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila 
anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya 





b. Al-Adaa‟ artinya menunaikan atau membayar13, seperti firman Allah 
SWT dalam Q.S Al-Jumuah [62] ayat 10: 
                          
         
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 Alaiddin Koto,  Sejarah Peradilan Agama,  (Jakarta : RajaGrafindo, 2011),  h. 9 
12
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Q.S Al-Ahzab : 37, h. 423. 
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Artinya :  “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
14
 
c. Al-Hukm artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka 
qadhi-qadhi disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya 
kezhaliman orang yang mau berbuat zalim. 




Jadi sebenarnya qadhi menurut bahasa artinya orang yang 
memutuskan hukum perkara dan menetapkannya. Kemudian, secara 
terminologi, peradilam atau qadha memliki beberapa makna, antara lain: 
a. “Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan 
perkara)” 
b. “Menyelesaikan perkara pertengahan untuk melenyapkan gugat 
menggugat dan memotong pertengkaran degan hukum-hukum syara‟ 
yang dopetik dari al-Qur‟an dan Sunnah”. 
Menurut „Ukbary dalam kulliatnya yang dimaksud dengan 
peradilan adalah  Peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa, 
yang mempunyai kekuasaan umum. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah 
lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan 
                                                 
14
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Q.S Jumu‟ah [62] : 10, h., 555. 
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2. Sejarah Peradilan Agama 
Peradilan agama di Indonesia dalam bentuk yang dikenal sekarang 
ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya 
agama Islam ke nusantara. Pada abad ke-7 M. Islam telah masuk Indonesia 
dan telah dianut sebagian orang Indonesia. Penerapan Hukum Islam bukan 
hanya pada pelaksaan  ibadah-ibaadah tertentu melainkan juga diterapkan 
pula dalam masalah-masalah muamalat, munakahat dan uqubat 
(jinayah/hudud). Dengan adanya penerapan  hukum Islam dalam beberapa 
hal diatas juga telah ada dan selalu ada pegawai khusus yang mempunyai 




Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
sebelum adanya hukum dalam hal penyelesaian masalah muamalah, 
munakahat, dan uqubat melalui peradilan agama, Indonesia telah memiliki 
suatu lembaga baik itu lembaga adat ataupun lembaga pemerintahan pada 
zaman masa kerajaan yang khusus menangani masalah ini. Walaupun 
secara yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam 
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 Alaiddin Koto. Op. Cit,  h. 11. 
17
 Alaiddin Koto. Op. Cit,, h. 190 
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Secara sederhana, praktik penyelenggaraan peradilan agama 
khususnya dalam mengatur perkara perata umat Islam, dapat 
diperiodesasikan sebagai berikut: 
a. Periode Tahkim 
Pada awal masa Islam datang ke Indonsia, komunita Islam 
sanagat sedikit dan pemeluk Islam masih belum menegetahui tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan  hukum Islam. Bila timbul 
permasalahan, mereka menunjuk seseorang yag dipandang ahli untuk 
menyelesaikannya. Apapun keputusanyang akan dijatuhkan oleh orang 
yang ditunjuk itu keduanya harus taat untuk mematuhinya. Cara seperi 
inilah yang disebut „tahkim”.
19
 Bertakim seperti ini dapat juga 
dilaksanakan dalam hal selain sengketa, seperti penyerahan 
pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali. 
Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut muhakkam yang 
bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul 
diantara mereka. Pada awal datangnya Islam ke Indonesia, muhakkam 
ini adalah orang yang mengusai ilmu pengetahuan secara luas yang 
dalam kehidpan sehari-hari disebut Ulama. 
Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan lama 
sangat menonjol. Mereka bertindak sebagai Guru dan pengawal hukum 
Islam. Dengan hal tersbut di ats dapat dipahami bahwa hakim pada 
periode awal Islam di nusantara ini adalah seorang ulama yang 
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 Abdul manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Ed.1, Cet Ke-1, 




menyebarkan agama Islam, dipercaya dan ditunjuk oleh mereka yang 
bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka 
hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai hukum Islam. 
b. Periode al-Halli wa al-'Aqdi20 
Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan 
mampu mengatur tata kehiupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat al-Halli wa al-
'Aqdi yaitu orang-orang yang terpecaya dan luas pengetahuan untuk 
menjadi sesepuh masyarakat. Abdl Manan memberikan definisi al-
Halli wa al-'Aqdi adalah pemimpin masyarakat yang diikuti dan 
dipercaya olh umat, dapat diterima oleh semua pihak dengan ikhlas 
hati, penuh istiqamah, bertawakal, adl bijaksana, serta memiliki 
semangat untuk bekerja demi kepentingan umum. Selanjutnya al-Halli 
wa al-'Aqdi mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala 
sengketa yang ada di masyarakat. 
c. Periode Tauliah21 
Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di-Indonesia, 
pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliah dari imam. Atau 
pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara 
sebagai Wali al-amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang 
yang telah mempunyai syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah 
                                                 
20
 Ibid. h.194 
21




kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Pemberlakuan 
tauliah ini mulai diberlakukan pada 1282 M sebelum Marcopolo 
singgah di Peureulek pada 1292. 
Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika 
kedatangan orang-orang Belanda pada 1605 M, Indonesia  sudah 
terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Dalam penerimaaan agama Islam 
dalam Kerajaan, secara otomatis hakim melaksanakan peradilan 
diangkat langsung oleh sultan atau Imam. Pada periode ini kerajaan-
kerajaan Islam nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama 
dalam sistem pemerintahannya. Misalnya, di tingkat Desa ada ada 
jabatan agama yang disebut kaum, kayim, Modin, dan Amil.di tingkat 
kecamatan disebut Pengulu Naib. Di tingkat kabupaten ada Penghulu 
seda dan tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang  befungsi 
sebagai hakim atau (qadhi) yang dibantu beberapa penasihat yang 
kemudian disebut dengan Pengadilan Serambi. 
d. Periode Kolonial 
Pada masa kolonial, Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah 
tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah yang 
menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swaparja 
dan menjadi bagian dari Peradilan swapraja. Pada 1642 oleh VOC, 
dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk 
Agama Islam. Kemudian pada tahun 1760. Diselesaikan kompilasi 
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Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan 
peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali 
lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada 1 Agustus 1882 
berdasarkan keputusan Raja Belanda yakni Raja William III tanggal 19 
Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam staatblad 1882 No. 152. 
Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim 
disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir disebut 
dengan Pengadilan Agama. 
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, nama Pengadilan 
Agama kemudian diganti menjadi Sooyoo Hooin. Pengadilan Agama 
tersebut tetap memiliki fungsi yang sama selama di bawah penjajahan 
Jepang dengan masa Belanda. 
e. Masa Kemerdekaan sampai Sekarang 
Pada awal kemerdekaan, keberaaan Pengadilan Agama tidak 
terpengaruh dengan masalah politik di Indonesia mengingat pada masa 
itu Indonesia masih dalam proses merumuskan negara serta 
mempertahankan kemerdekaan dengan fisik serta adanya dalam Pasal 
II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan: “segala badan negara 
dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut UUD ini”. 
Namun pada tahun 1948 bertepatan dengan keluarnya UU Nomor 
19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman 
dan kejaksanaan yang ditetapkan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan 




1948 dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama sebelumnya 
dihapuskan dan digabungkan dalam Peradilan Umum. Hal ini kemudian 




Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD 
Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, 
pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 
1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah di 
luar Jawa-Madura terutama daerah Aceh untuk memenuhi kehendak 
masyarakat setempat sekaligus untuk meredakan suasana keamanan dan 
ketertiban. 
Selanjutnya, tahun 1970-an, Pengadilan Agama mengalami 
perubahan, terutama sejak diundangkan dan berlakunya UU No. 14 Tahun 
1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksanaannya. UU 
No. 14 Tahun 1970 mengundangkan: “susunan, kekuasaan dan acara dan 
badan-badan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara” 
harus diatur dengan Undang-undang tersendiri. Dengan berlakunya UU 
No. 14 Tahun 1970 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu 
peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan 
kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24
 
Ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut merupakan awal proses 
penyusunan RUU-PA. Menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam 
                                                 
23
 Ibid. h. 241-243. 
24




INPRES Nomor 15/1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan 
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, terlebih dahulu harus 
diajukan permohonan izin prakarsa membuat rancangan undang-undang 
kepada presiden. Maka Menteri Agama K.H. Moh. Dachlan mengajukan 
permohonan membuat RUU tersebut kepada presiden dengan suratnya No. 
MA/242/197 Tanggal 31 Agustus 1971. RUU yang diajukan prakarsanya 
adalah tentang susunan dan kekuasaan serta acara Peradilan Agama. 
Pada tanggal 13 Desember 1988, pemerintah menyampaikan RUU 
tentang Peradilan Agama (RUU-PA) ke DPR dengan amanat (surat) 
Presiden No. R-06/RU/XII/1988 yang isinya agar RUU-PA dibahas dan 
disetujui DPR serta menunjuk Menteri Agama sebagai wakil pemerintah. 
Setelah dibahas secara mendalam dengan berbagai pro-kontra dari 
banyak kalangan, akhirnya pada Kamis tanggal 14 Desember 1989, 
Rancangan Undang-undang Peradilan Agama disetujui oleh DPR menjadi 
Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama. Kemudian 
pada tanggal 29 Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan 
menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik 
Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris 
Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989. 
3. Dasar Hukum Peradilan  
Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah 




                               
                    
           
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah 





Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 49: 
                       
                            
                  
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika 
mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), 
Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki 
akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 




Dari kedua dalil di atas jelaslah bahwa sebenarnya peradilan 
merupakan kebutuhan yang telah di tetapkan dasr hukumnya melalui Al-
qur‟an. 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Q.S Shad [38]: 26, h. 454. 
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4. Rukun Peradilan  
Dalam peradilan terdapat rukun-rukun yang harus di tetapkan, 
yaitu: 
a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan 
dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan 
sendiri semua tugas itu. 
b. Hukum, yaitu suatu keputusn produk qadhi, untuk menyelesaikan 
perselisihan dan memutusksan persengketaan. 
c. Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha al-ilzam, yaitu 
penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenui tuntutan penggugat 
apa ang menjadi haknya, sedangkan qaha al tarki (penolakan) 
penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya. 
d. Al-Mahkum „alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. 
e. Al-Mahkum lah, yatu penggugat suatu hak, yang merupakan hak 
manusia semata-mata.
27
           
 
B. Pengadilan Agama Pasir Pangaraian 
1. Sejarah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdiri padsa tahun 1972. 
Berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan surat 
Keputusan Menteri Agama RI No. 34 tahun 1972. Dalam surat keputusan 
tersebut disebutkan secara tegas “Menetapkan membentuk Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari‟ah Pasir Pengaraian”.
28
 




 Alamin Patawari, Mengakhiri Pengabdian Sebagai Hakim di Bumi Lancang Kuning, 




Ketika awal berdirinya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 
merupakan cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah 
Pekanbaru. Pada saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dipimpin 
oleh Drs. H. Abbas Hasan. Drs. H. Selain bertindak sebagai ketua di 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian definitive pada tanggal 28 Agustus 
1975, ia juga menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan 
tugasnya sesusai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti 
yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahunn 1957. 
Untuk membantu pelaksanaan sehari-hari, ketua Drs. H. Abbas Hasan 
dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing 
bernama M. Salaeh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. 
Bakar. Ia juga dibantu oleh Panitera bernama Sorat M, yang dahulunya 
dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke 
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
29
 
Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten 
Rokan Hulu pada tangggal 12 Oktober 1999 dengan luas wilayah kurang 
lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) 
kelurahab dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan 
Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu , 
maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan 
penambahan ruang bangunan yang semula 200 M
2
 menjadi 640 M
2
 dengan 
                                                 
29




luas tanah 1.200 M
2
 yang terletak di jalan Diponegoro No. 10-11 Pasir 
pengaraian. 
Saat ini aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 
15 orang, yaitu 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Bagian 
Kepaniteraan 8 orang, yaitu Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum, 
dan Panmud Permohonan, 2 orang jurusita, dan 2 orang jurusita pengganti. 
Bagian kesekretarisan 4 orang, yaitu sekretaris, kasubbag PTIP, kasubbag 
kepegawaian dan ortala, kasubbag keuangan dan umum. 
2. Letak Geografis  
Wilayah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang berkedudukan 
di Jl. Diponegoro No. 10 - 11,Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan 
Hulu.Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang 
terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa.Secara 
Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara dengan kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten 
Labuhan batu 
b. Sebelah Timur dengan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Rokan 
Hilir 
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar 
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman 
Barat 
Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir 
Pengaraian, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang 




3. Visi dan Misi 
a. Visi 




a) Meningkatkan Profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Pasir 
Pengaraian; 
b) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; 
c) Meningkatkan Akses masysarakat terhadap Pengadilan Agama 
Pasir Pengaraian ; 
d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama. 
5. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  RI Nomor 7 Tahun 
2015, tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadinya pemisahan antara 
Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi Panmud Hukum, Panmud 
Gugatan, Panmud Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita 
Pengganti. Sedangkan Sekretaris membawahi Kasubbag PTIP, Kasubbag 
Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Keuangan dan Umum. 
Aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, 
yaitu 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua.Bagian Kepaniteraan 8 orang, 
yaitu Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum, dan Panmud Permohonan, 
2 orang jurusita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian Kesekretariatan 4 






orang, yaitu Sekretaris, Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan 
Ortala,  Kasubbag Keuangan dan Umum,
31
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1. Pengertian Perceraian 
Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri 
dalam hubungan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata 




Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 207 dijelaskan 
bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan 
hakim, atas tututan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan 
alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.
33
 
Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 
pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata 
perceraian mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami 
istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti : tidak bercampur 
(berhubungan, bersatu, dsb) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).
34
 
Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 
yang memuat ketentuan falkultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena 
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 Tim Pandom Media, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pandom 
Media Nusantara,  2014), Cet. Ke-1, h. 156 
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 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkaap KUHper, KUHAper, KUHP, KUHAP, 
KUHD, (Jakarta Selatan: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), Cet, Ke-2, h., 873. 
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kematian, perceraian, dan atas putusan peradilan.”
35
 Dalam Pasal 38 dan 
Pasal 39
36
 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP 
Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : 
1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang 
diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada 
Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala 
akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) 
diikrakan di depan sidang Pengadilan Agama. 
2. Perceraian dalam pengerian cerai gugat, yaitu perceraian yang 
diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada 
Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beseerta segala 
akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.37 
Talak berasal dari Bahasa Arab yaitu kata اطالق  berarti melepaskan 
tali dan kebebasan, meninggalkan, memutuskan ikatan atau lepasnya 
ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
38
 Talak 
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 Muhammad Amin Suma, Op. Cit, h. 530. 
36
  Bunyi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut : 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu 
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 
tersendiri. Lihat : Ibid. 
37
 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit, h. 15., h., 19-20. 
38
Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani,  Risalah Nikah,  terj,  (Jakarta : Pustaka 
Amani,  2002),  h. 202. Lihat juga : Tihami dan Sohari Sahrani,  Op. Cit,  h. 229. Lihat juga : 
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,  Fiqh Munakahat : Khitbah,  
Nikah dan Talak,  terj,  (Jakarta : Amzah,  2015),  h. 255. Lihat juga : Sulaiman Ahmad Yahya al 
Faifi,  Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,  terj,  Cet 3,  (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,  2015),  




menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa 
ikatan secara materil maupun imperial.
39
 Dikatakan dalam ungkapan, 
“Athlaqtu al-asir, idza hallatu qaidau wa arsaltuhu” (aku melepaskan 





‟, talak yaitu: 
ٍ ة   اء  وٍ  ا  َ   اج  َ   الس   ة  ط  ب  ر   ل  ح   َج  ال ل ة  ا لس  الع   
 “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.” 
Talak (perceraian) secara bahasa berarti pemutusan ikatan. 
Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan.
42
 





صٍ  ُْ ً  ب ل ْفٍع م ْخص  ل  ان  ح  و ْمص  ق  ا ز  ال ة  الى ك ح  اَ   ا لط ال 
“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata.”
44
 
Menurut Abu Zakariya al-Anshari,
45
 talak ialah: 
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 Abdul Majid Mahmud Mathlub,  Panduan Hukum Keluarga Sakinah,  (Surakarta : Era 
Intermedia,  2005), h.310  
40
 Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Op. Cit. 
41
 Abdul Rahman  Ghazali,Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-6, h.191. 
42
 Syaikh Kamil Muhammad,  „Uwaidah,  Fiqih Wanita,  (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2007),  h. 427   
43
Ibnu Qadamah,  Al Mughni,  (Jakarta:Pustaka Azzam,  2013),  h. 223 
44
Ibid.,  h. 192  
45
 Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari as-Sunaiki (bahasa 




ي    ُ و ْح  َ ق   اح  ب ل ْفع  الط لال  ْمذ  الى ك  ل  ع   ح 





 perceraian (talak) menurut syara‟ adalah 





, talak menurut istilah artinya melepaskan ikatan 
perkawinan (nikah).  
Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 17 
disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 
Ditinjau dari segi kemaslahatan atau kemudharatannya, maka 
hukum talak ada lima :
50
 
                                                                                                                                     
wafat 1520/926 H di Kairo, pada usia 100 tahun) adalah seorang Qadi, Ulama 
mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih dan tafsir. Ibunya mengirimnya ke Syaikh ar-Rabi' bin al-
Mushthalam as-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. 
Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Zakaria_al-Anshari diakses pada tanggal 3 Desember 2019 
pukul 20.37 WIB. 
46
Ibid.,  h. 192 
47
 Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Sayyid Sabiq lahir di 
di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir 
yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya 
yang monumental, Fikih as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).Lihat : https://www.referensi 
makalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 
20.39 WIB. 
48
 Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Op. Cit, h., 412. 
49
 Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (Arab:  أبُ عبذ
 ًّ ًّ المرش ًّ المطَّل ب  ,‎) atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestinaهللا محمذ به إدرٌس الشافع
150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang muftibesar Sunni Islam dan juga 
pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk 
dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan 
kakek Muhammad. Lihat : Imam Syafi‟I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Al Umm, 
Terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h., 3. 
50
 Hasan Ayyub,  Fiqih Keluarga,  Terj,   Cet,   Ke-1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 





Apabila terjadi perselisihan di antara suami istri dan tidak ada 
jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua orang 
hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim 
tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi keduanya, maka 




Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. 
3) Mubah 
Yaitu talak yang dilakukan karena adanya kebutuhan seperti 
akhlak istri yang buruk yang kemudian menjauhkan mereka dari tujuan 
pernikahan. 
4) Sunnah 
Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-
hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, sedangkan suami 
sudah tidak sanggup lagi memaksanya. 
5) Mahzhur (terlarang). 
Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama 
di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini juga disebut 
dengan talak bid’ah karena suami yang menceraikannya itu telah 
menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah SWT. 
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2. Dalil Kehujjahan Talak 
a. Q.S Al-Baqarah [2] : 229 
                      
Artinya:  “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik....”
52
 
b. Q.S At-Thalaq [65] : (1) 
                     
Artinya:  “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 





c. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 
 
، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر؛ فَ َقاَل طَلََّق اْبُن  حديث اْبِن ُعَمَر َعْن يُوُنَس ْبِن ُجبَ ْْيٍ
ُعَمَر اْمرَأَتَُو َوِىَي َحاِئٌض، َفَسَأَل ُعَمُر النَِّبَّ صلى اهلل عليو وسلم، فَأََمرَُه َأْن 
ِِتَا؛ قُ ْلُت: فَ تَ ْعَتدُّ بِِتْلَك التَّْطِليَقِة قَاَل: أَرَأَْيَت  يُ رَاِجَعَها، ُُثَّ يُطَلَِّق ِمْن قُ ُبلِ  ِعدَّ
 ِإْن َعَجَز َواْسَتْحَمقَ 
Artinya : “Yunus bin Jubair berkata: Saya bertanya kepada Ibn Umar 
r.a., maka jawabnya: lbnu Umar r.a. telah mencerai 
isterinya ketika sedang haidh, maka Umar r.a. tanya kepada 
Nabi saw. dan oleh Nabi saw. disuruh kembari kepada isteri 
yang dicerai, kemudian dicerainya ketika akan menjalani 
iddahnya. Aku bertanya: Bagaimana jika tidak dapat 
kembali dan berkeras kepala.”
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d. Hadist Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah; shahih menurut al-Hakim. 
Abu Hatim menilainya mursal 
أَبْ َغُض اْلَْاَلِل ِعْنَد اهلِل الَطاّلقُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْنو َقاَل : َقاَل َرُسْوُل اهلل هلل َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضيَ   
Artinya :  “Dari Ibn „Umar Ra : Rasulullah Saw Bersabda, “Perbuatan 
halal yang paling dibenci Allah ialah talak.”
55
 
3. Rukun dan Syarat Talak 
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 
terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, 
rukun talak ada empat, sebagai berikut: 
1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 
menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.oleh 
karena itu talak menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak 




Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:  
a) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang 
dimaksud gila disini ialah hilan akalatau rusak karena sakit, 
termasuk kedalamannya sakit pitam,  hilang akal karena sakit 
panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. 
b) Baligh, talak yang dijatuhkan anank kecil dinyatakan tidak sah, 
sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama 
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mazhab, kecuali hambali. Ulama mazdhab Hambali mengatakan 
bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan 
sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.  
c) Atas hendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri ialah 
adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak bukan 
karena paksaan. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi 
mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah 
Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang 
dinyatakan tidak berlaku talak yang dijatuhkan orang mabuk dan 
orang yang terpaksa. 
2. Istri. Masing-masing suami berhak menjatuhkan talak terhadap istri 




Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut: 
1) Istri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri 
yang menjalin masa iddah kekuasaan talak raj‟i dari suaminya oleh 
hukum islam dipandang masih dalam perlindungan kekuasan 
suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak 
lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak 
yang dijatuhkan  dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. 
dalam hal talak ba‟in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak 
lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena 
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dengan talak bain itu bekas istri tidak lagi berada dalam 
perlindungan kekuasan bekas suami. 
2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad 
perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang 
batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah-nya, 
atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu 
antara dua perempuan bersaudara) atau akad nikah dengan anak 
tirinya itu.   
3) Shigat Talak.58 
Shigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 
istrinya yang menunjuk talak, baik itu sharih (jelas) maupun 
kinayah
59
 (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi 
suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 
4) Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang 
dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk 
maksud lain. 
4. Hikmah Terjadinya Perceraian  
Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh 
sakinah, mawaddah, warahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus 
memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling 
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melengkapi. Di samping itu juga harus mewujudkan keagamaan keeratan, 
kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lan sehingga rumah 
tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, 
kenikmatan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang 
diirasakanoleh orang tua mereka.
60
 
Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi 
memancarkan airnya, sehinga hati salah satu pihak atau keduanya (suami 
istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah 
tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya serta tidak lagi 
menjalakan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal 
hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha 
memperbaiki, namun tidak ada hasil, begitu juga keluarga telah berusaha 
melakukan perbaikan, namun tak kunjung berhasil pula, maka saat itu, 




Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami 
istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat 
kritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan 
merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara 
yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk 
terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. 
Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak 
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mereka akan menderita dan menjadi korban dari mereka akan lahir 
masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezaliman, hidup 
berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan 
dan pelarian diri dari kenyataan hidp yang mereka alami.
62
 Pada saat itu, 
thalak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak 
merupakan pintu rahmat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan 




5. Macam-Macam Talak 
Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak
64
 itu, maka talak 
dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut: 
a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesusai dengan tuntunan 
sunnah. Dikatakan talak Sunni jika memnuhi empat syarat:  
1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan 
terhadap isti yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak 
sunni. 
2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam 
keadaan suci dari haid. Menurut Ulama Syafiiyah, perhitugan 
iddah bain wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. 
Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopouse) atau belum 
pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta 
tebusan (khulu’), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak 
termasuk talak sunni. 
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3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di 
permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa 
saat lalu datang haid. 
4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak 
itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami kertik istri dalam 
keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak 
sunni.  
b. Talak bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesai atau bertentangan 
dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. 
Termasuk talak bid’i ialah: 
1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), 
baik di permulaan haid maupun di pertengahannya. 
2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi 
pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud. 
3) Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori 
talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i, yaitu: 
a. Talak yang tidak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah 
digauli. 
b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, 
atau istri yang telah lepas haid. 
c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil 
Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 





a. Talak sharih (terang)65, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata 
yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyatan talak atau cerai 
seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. 
Imam Syafi‟i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan 
untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq dan sarah,
66
 ketiga ayat 
itu disebut dalam Al-Qur‟an dan hadits. 
al-Zhahiriyah
67
 berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan 
mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara‟ telah 
mempergunakan kata-kataini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, 
karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah 
ditetapkan oleh syara‟. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti 
suami berkata kepada istrinya: 
1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga. 
2) Saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga. 
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3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang 
juga. 
b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran 
atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: 
1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku 
2) Selesaikan sendiri segala urusanmu 
3) Janganlah engkau mendekatiku lagi 
4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga 
5) Pulanglah engkau pulang ke rumahmu. 68 
Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan 
mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-
kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyudin 
Al-Husaini, bergantung kepada niat susami. Artinya, jka suami dengan 
kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah 
talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud 
menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh. 
Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami 
merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi dua macam: 
a. Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang 
telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, 
talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
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 mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang 
untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak 
memerlukan pembaruan akad niah, tidak memerlukan mahar, serta 
tidak memerlukan persaksian. 
Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib ber-iddah, hanya bila 
kemudian suami hendak kembali kepada bekas isrti sebelum berakhir 
masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, 
tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan 
rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakirnya masa iddah itu 
kedudukan talak menjadi talaak ba’in; kemudian jika sesudah 
brakhirnya masa iddah iu suami ingin kembali kepada bekas istrinya 
maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang 
baru pula. 
Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, 
berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 : 
ه ٖۗ   ب إ ۡحس َٰ
َۡ ت ۡسر ٌح ُۢ ٍَف أ  ۡعر   ب م 
ان ُۢ ت ان ِۖ ف إ ۡمس  رَّ ك  م 
 ٱلطَّل َٰ
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. (Q.S Al-Baqarah  [2] : 229)
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Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan 
Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak 
sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya 
setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah 
talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan mewujudkannya 
dengan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak 
mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak 
merujuk hanya terdapat dalam talak raj’i saja. 
b. Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bekas 
suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke 
dalam kaitan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad 
nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
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Talak ba’in ada dua macam, yaitu talak bain shugra dan talak 
bai’n kubra. 
1) Talak ba’in Shugra ialah talak ba‟in yang menghilangkan pemilikan 
bekas susami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas 
suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami 
boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam 
masa iddah-nya maupun sudah berakhir masa iddah-nya. 
2) Talak ba’in kubra, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas 
suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami 
untuk kawin kembali bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu 
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kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu 
serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddah-
nya. Talak ba’in kubra terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini ssuai 
dengan firman Allah dala surat Al-Baqarah [2] ayat 230:  
لُّ لً    ف إ ن ي   ۥط لَّمٍ  ا ف ال  ت ح  ر  ٍۡ ًجا غ  َۡ تَّىَٰ ت ىك ح  ز  هُۢ ب ۡعذ  ح   … ۗۥٖم 
Artinya :  “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin 
dengan suami yang lain...”
73
 
Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, 
talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan 
ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan 
susaminya itu. 
b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara 
tertulis lalu disampaikan oleh istrinya, kemudian istri membaca dan 
memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan tertulis dapat 
diapandang jatuh (sah), meski yang bersangktutan dapat 
mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih 
dan talak kinayah, ,aka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak 
sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak 
kinayah bergantung kepada niat suami. 
c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat 
oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara 
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(bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan 
pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, 
isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam 
menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan 
bermaksud talak, atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-
satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam 
hatinya. 
Sebagaimana fuqaha mengatakan bahwa untuk sahnya talak dengan 
isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang 
bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya 
tidak cukup dengan isyarat, karena tulisa itu lebih dapat menunjuk 
maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, 
kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis. 
d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada 
istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk 
menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada 
dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan 
berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan 
melaksanakan talak itu. 
6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
Secara umum, faktor penyebab terjadinya perceraian adalah 
sebagai berikut : 
a. Tidak adanya  kecintaan suami istri74 
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b. Tidak dilaksanakannya hak-hak suami istri, dilakukannya perbuatan 
maksiat oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.
75
 
c. Tidak ditempuhkan cara yang bijaksana dalam pergaulan antara 
keduanya ketika terjadi problem 
d. Sang istri tidak memperhatikan masalah kebersihan, tidak berhias 
untuk suaminya dengan pakaian, wewangian, perkataan dan keceriaan 
pada saat berjumpa dan bersama.
76
 
Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada 
pasal 38 huruf b dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi 
karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
77
 
7. Akibat Putusnya Perkawinan 
Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa 
perkawinan dapat putus karena: (a) kematian (b) perceraian, dan (c) atas 
keputusan pengadilan. 
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UUP: 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :  
a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan  mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, 
bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan 
memberi keputusannya. 
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan 
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tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 




Menurut ketentuan Pasal 149 kompilasi hukum Islam
79
 
menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan disebabkan oleh 
cerai talak adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. 
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) 
kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas  istri telah 
dijatuhi talak ba’in dan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila 
qabla al-dukhul.  
d. Memberi biaya pada hadlanah (pemeliharahaan, termasuk di dalamnya 
biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
80
 
Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah SWT dalam Q.S Al-
Baqarah [2]: 236 
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                         
                            
       
Artinya :  Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 
mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan 
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu 
pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 




Pasal 151 KHI menyatakan: “Bekas istri selama masa iddah, wajib 
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria 
lain”.
82
 Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa iddah, masih 
dalam ikatan nikah dengan suaminya.
83
 Firman Allah dalam Q.S At-
Thalaq [65] ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : 
                     
                     
        
Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang...”
84
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B. Tata Cara Cerai Talak di Indonesia 
1. Pendaftaran Permohonan Cerai Talak 
Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (UUPA) menyatakan : 
1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang 
guna menyaksikan ikrar talak. 
2) Permohonan sebagaimana yang dimakud dalam ayat 1 diajukan kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 
3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan 
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman pemohon. 
4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, 
maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
85
 
Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan 
tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: 
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“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada 
pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 
bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta 
meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
86
 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas 
memuat: 
a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan 
termohon, yaitu istri. 
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak terdapat dalam Pasal 19 
PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI.
87
 
Alasan-alasan tersebut meliputi : 
1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain; 
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5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga; 
7. Suami melanggar taklik-talak; 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.
88
 
2. Pemeriksaan dan Penetapan Perkara Cerai Talak Oleh Pengadilan 
Agama 
Dalam Pasal 68 UUPA menyebutkan : 
a. Pemeriksaan permohonan cerai  talak dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 
permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. 




Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dan Pasal 131 ayat 1 
KHI dinyatakan: “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat 
yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta 
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Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum 
persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup 
kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya 
persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali 
persidangan. 
Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama menjelaskan :  
“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud 
talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat 
meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan 
Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri 
dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Pengadilan Agama setelah memerhatikan hasil usaha BP4 bahwa 
kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat 





 Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana 
dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975: 
a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua pihak tidak mungkin 
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan 
menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 
b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri 
dapat mengajukan banding. 
c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, 
pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
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memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
tersebut. 
d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang tidak memberi khusus 
dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, 
mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. 
e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami 
atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya. 
f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari 
sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau 
tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara 
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan 
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
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Ini berarti bahwa perkawinan mereka tetap utuh di mata hukum positif 
Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (2), (3) 
dan(4). 
Selanjutnya dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975 menyatakan : 
“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan 
perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat 
surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan 
itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi 
untuk diadakan pencatatan perceraian”
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C. Putusan  Hakim 
Dalam acara  perdata,  putusan Hakim itu cukup dengan mendasarkan 
diri kepada kebenaran formal saja (akta tertulis, dll).
94
 Putusan  hakim adalah 
pernyataan hakim yang dituangkan  dalam  bentuk   tertulis dan diucapkan 
oleh  hakim dalam sidang terbuka  untuk umum, sebagai hasil dari 
pemeriksaan perkara gugatan.  
Apabila seseorang berperkara di Pengadilan, mereka pasti memiliki 
tujuan tertentu, tertutama di dalam Acara perkara perdata. Tujuan  mereka;  
baik penggugat maupun tergugat adalah untuk mendapatkan putusan dari 
pengadilan melalui Hakim, akan  tetapi perlu dipahami bahwa tujuan antara 
penggugat dan tergugat selalu berbeda demi kepentingan mereka masing-
masing. Penggugat menghendaki agar gugatannya dikabulkan, sedangkan 
tergugat menghendaki agar gugatan yang ditujukan kepadanya ditolak.
95
 
Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 dinyatakan bahwa “Sidang memeriksa 
Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang 
menetukan lain.” Ketentuan ini menjamin adanya kontrol sosial atas proses 
peradilan tertutama tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.  
Asas yang universal di dalam pemeriksaan perkara perdata yakni agar 
supaya Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat, seyogyanya terlebih 
dahulu mendengar kedua belah pihak.  Asas  ini mengandung arti bahwa 
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pemeriksaan berjalan secara lisan sehingga Hakim dapat mendengar kedua 
belah pihak; adapun proses verbalnya disusun oleh panitera pengadilan.
96
 
R. Soepomo menjelaskan, “tugas Hakim ialah  menyelidiki apakah 
hubungan hukum  yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. 
Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka Hakim dan tugas kedua belah 




Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Kekuatan  Mengikat 
Putusan Hakim mengikat para pihak berperkara dan kekuatan 
mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. 
Dalam  arti positif yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap 
benar
98
 (res  judicato pro veritate habetur). Dalam  arti negatif yaitu 
bahwa Hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara 
yang sama dan pihak yang sama (nebis in idem). 
2. Kekuatan  Pembuktian‟ 
Artinya Putusan hakim telah  memperoleh kepastian hukum,  bukti  
kebenaran hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap  serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa  perdata 
yang  sama. 
                                                 
96
 Ibid,h., 97 
97
 Ibid, h., 98 
98
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, 




3. Kekuatan  Eksekutorial 
Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu  secara 
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1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hakim 
memutuskan untuk mengaulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan 
talak satu kepada termohon dan membebankan seluruh biaya perkara 
kepada pemohon. 
2. Dalam memutus perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg, Majelis Hakim 
mempertimbangkan berbagai fakta yang ada seperti adanya pertengkaran 
yang berkelanjutan dari kedua belah pihak serta tidak adanya keinginan 
dari kedua belah pihak untuk berdamai yang mengakibatkan gagalnya 
upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, hakim 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk 
mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan. 
3. Mengingat pihak yang berperkara telah lama berpisah rumah dan pihak 
pemohon sendiri telah menikah lagi sebelum adanya pengajuan cerai talak 
ke Pengadilan oleh Pemohon, dapat dipastikan bahwa di luar pengadilan 
telah terjadi talak yang memisahkan hak dan kewajiban keduanya secara 
agama, sehingga tidak ada efek negatif yang ditimbulkan terkait dalam hal 
hubungan perkawinan. Hanya saja hal-hal yang berhubungan dengan 
keperdataan tetap saja menimbulkan efek negatif mengingat tidak adanya 





1. Dalam hal cerai talak, kebanyakan dari para suami memilih untuk 
menggantung status perkawinan dengan istrinya dikarenakan banyaknya 
biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itu, penulis menyarankan agar biaya-
biaya perkara dapat dipermurah dan biaya yang terkait dengan iddah dan 
mut‟ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. 
2. Untuk para suami agar jangan menjadikan besarnya biaya perkara sebagai 
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